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ABSTRAK 

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang harus dijaga kelestarian agar terjaga 

habitat kehidupan ikan-ikan dilaut. Demikian pula dengan keberadaan terumbu karang di 

Kecamatan Pulau Banyak agar tidak terganggu dengan penangkapan ikan oleh nelayan yang 

menggunakan alat berbahaya. Oleh karena itu pengelolaan terumbu karang di Pulang Banyak 

memerlukanProgram Pendampingan Penyusunan Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang 

Berbasis Kearifan Lokal di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Bentuk kegiatan 

berupa sosialisasi tentang pentingnya pengaturan tata cara pengelolaan terumbu karang dan 

identifikasi awal poin-poin penting yang harus diatur dalam sebuah Qanun Pengelolaan Hutan 

Berbasis Kearifan Lokal. Adapun metode pendampingan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program 

Pendampingan secara berkesinambungan, dari awal identifikasi masalah pengelolaan terumbu 

karang sampai dihasilkan sebuah rancangan Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis 

Kearifan Lokal di Kecamatan Pulau Banyak. 

 

Kata kunci: kearifan lokal, terumbu karang, qanun, pulau banyak 

 

PENDAHULUAN 

Terumbu karang adalah ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota luat penghasil 

kapur khususnya jenis-jenis karang batu dan alaga berkapur, bersama dengan biota lain 

yang hidup di dasar lautan. Terumbu karang merupakan ekosistem dinamis dengan 

kekayaan biodiversitanya serta produktivitas tinggi, karena itu terumbu karang mempunyai 

peran yang signifikan. Secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat organisme 

hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung. Secara fisik menjadi pelindung 

pantai dan kehidupan ekosistem perairan dangkal dari abrasi laut (Suryanti dkk., 2011).  

Upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap terumbu karang yakni dengan 

dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pasisir 

dan PulauPulau Kecil. Di Aceh sebagai salah satu lembaga adat dalam urusan laut dikenal 
panglima laot yang merupakan salah satu lembaga adat yang ditegaskan dalam Qanun 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Panglima Laut mempunyai kewenangan 

dalam menjaga kelestarian Terumbu karang dalam mengambil keputusan dengan 

mempertimbangkan berbagai aspeknya untuk kepentingan bersama serta tidak merusak 

lingkungan. Aturan adat laut yang dipimpin Panglima Laot telah diberlakukan sejak Aceh 

berbentuk kerajaan. Panglima Laot bertugas memastikan nelayan menangkap ikan dengan 

cara tidak merusak serta menentukan bersama hari-hari yang tidak boleh melaut. Sekretaris 

Panglima Laot Aceh, Miftah Cut Adek mengatakan, Panglima Laot tidak hanya bertugas 

menjaga hukum adat tetap berjalan dan meningkatkan taraf hidup nelayan, tapi juga 
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memastikan nelayan tidak mencemari laut, tidak merusak terumbu karang dan hutan 

bakau. 

Terumbu karang hampir tersebar di sepanjang pantai di seluruh Indonesia karena 

sangat mendukung bagi kehidupan terumbu karang khusunya pada wilayah pulau-pulau 

kecilnya. Salah satu keindahan terumbu karang di Indonesia dapat dijumpai pada wilayah 

Pulau banyak Aceh singkil, yang secara morfologi terdiri dari pulau-pulau kecil dan telah 

dikenal dengan keindahan bawah lautnya. sesuai namanya, kepulauan ini meliputi banyak 

pulau. Terdiri dari 99 pulau besar dan kecil, hampir semua gugusan pulau di Kepulauan 

Banyak memiliki pantai berpasir putih. Pulau banyak merupakan masih menawarkan alam 

yang masih alami berupa pantai berpasir putih, laut jernih, dan langit biru, namun 

didapatkan juga banyak terumbu karang yang sudah mengalami kerusakan, tidak dapat 

dipungkiri juga terdapat kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat. Berhubung dengan 

keadaaan tersebut pemahaman dan penyusunan qanun gampong di daerah tersebut menjadi 

penting untuk mereka patuhi dan jalankan dalam menjaga kelestarian laut khususnya 

terumbu karang. Pengabdian tentang pendampingan penyusunan Qanun tentang 

Perlindungan Terumbu Karang di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, diajukan dalam 

Skema Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dan merujuk pada roadmap Pengabdian 

Universitas Malikussaleh khususnya pada bidang unggulan Integrasi Bangsa, Hukum dan 

Demokratisasi, pemetaan sosial dengan topik unggulan “Hukum Nasional dan Masyarakat 

Lokal” 

 

 

METODE  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode 

sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada, Kechiek, Tuha Peut, Sekretaris kampung, 

Panglima Laot, yang ada di kampung Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Sosialisasi 

dan penyuluhan hukum akan dilakukan pada gampong tersebut dengan menghadirkan 

perserta adalah Aparatur kampung dan Imum Mukim sebagai pembanding. Kegiatan akan 

dilakukan dengan mendatangi langsung tempat lokasi yang telah dipilih untuk mengadakan 

sosialisasi. Waktu pelaksanaan adalah dengan melakukan koordinasi dengan kechiek 

sebagai pimpinan kampung.  

Kegiatan Pengabdian berlangsung selama 2 (dua) bulan dengan melalui tujuh tahap: 

Tahap pertama, persiapan operasional di mana diadakan sejumlah rapat kecil konsultansi 

antara tim pengabdian. Tahap kedua, melakukan Observasi dan koordinasi dengan aparatur 

kampung. Tahap ketiga, Pelaksanaan pengabdian. Tahap keempat, penulisan laporan yang 

dilakukan oleh tim yang sudah disepakati berdasarkan hasil kegiatan di lapangan. Tahap 

keenam, pencetakan laporan dan persiapan teknis lainnya seperti pembuatan indeks dan 

perbaikan-perbaikan teknis penulisan lainnya yang ada serta penyusunan outcome 

Pengabdian. 

 Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut, dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

1. Menyampaikan kewenanganan dan tugas Kechik serta tugas Tuha Peut kampung 

dalam pengelolaan terumbu karang.  

2. Pemaparan materi penyusunan qanun kampung di pulau banyak tentang Pengelolaan 

terumbu karang.  

3. Pendampingan penyusunan qanun kampung. 

 

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK  

Kearifan lokal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan keseharian 

masyarakat Aceh. Kearifan lokal dalam masyarakat Aceh sangat kaya dan meliputi 
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berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan mata 

pencaharian, sosial dan kemasyarakatan, ibadah dan muamalah, pendidikan, konservasi 

alam dan lingkungan dan lain-lain. Oleh karena itu, kearifan lokal dalam masyarakat Aceh 

mencakup segenap gerak kehidupan masyarakat Aceh yang sangat luas (Nurdin, A.R., 

2015). Kearifan lokal tersebut termasuk lingkungan dapat diwujudkan dalam nilai sosial, 

norma adat, etika, sistem kepercayaan, pola penataan ruang tradisional, serta peralatan dan 

teknologi sederhana ramah lingkungan. Sumber daya sosial yang diwarisi secara turun 

temurun tersebut, pada kenyataannya terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan, serta 

menjamin kelestarian lingkungan sosial (M. Puspita, 2008: 1-15). 

Terumbu karang di Kecamatan Pulau Banyak merupakan salah satu terumbu karang 

yang harus dijaga kelestariannya. Keberadaan terumbu karang di Pulau Banyak, Aceh 

Singkil sudah mulai berkurang disebabkan pengambilan ikan yang merusak terumbu 

karang. Masyarakat mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk 

lebih aktif melakukan pengawasan terhadap lingkungan, karena apabila lingkungan sudah 

mulai rusak maka kehidupan manusia pun akan menjadi terganggu. 

 

 

 
 

Adapun solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan materi kepada masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terkait dengan 

fungsi terumbu karang dan pengelolaan terumbu karang berdasarkan kearifan lokal. 

2. Memberikan materi terkait Teknik penyusunan qanun gampong oleh aparatur 

gampong sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang dimulai dengan 

inventarisir peraturan-peraturan yang perlu dibuat di tingkat gampong, merencanakan 

program legislasi di tingkat gampong, penyusunan draf qanun gampong. 

3. Pendampingan penyusunan qanun di Kecamatan Pulau Banyak ditargetkan akan 

tersusunnya draf Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang di Kecamatan Pulau 

Banyak. 

 

Pengabdian tentang Pendampingan penyusunan qanun di Kecamatan Pulau Banyak  

ditargetkan akan tersusunnya draf Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang di 

Kecamatan Pulau Banyak, diajukan dalam Skema Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat 

dan merujuk pada roadmap Pengabdian Universitas Malikussaleh khususnya pada bidang 

unggulan Integrasi Bangsa, Hukum dan Demokratisasi, pemetaan sosial dengan topik 

unggulan “Hukum Nasional dan Masyarakat Lokal”. 

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan penyusunan 

Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang berbasis Kearifan Lokal dan penyuluhan 

hukum telah diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan 
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rencana kegiatan yang telah disusun.  Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik 

terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dan penyuluhan hukum 

dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu penutupan berakhir. 

 

 

 
Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut:   

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu terus menerus dilakukan agar segala bentuk 

informasi hukum tersampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu biaya 

pengabdian kepada masyarakat diusulkan setiap tahun. 

2. Pelaksanaan kegiatan ini perlu memilih lokasi-lokasi yang masih jarang tersentuh 

dengan informasi hukum yang benar.  

Adanya kegiatan lanjutan termasuk pelatihan-pelatihan hukum bagi masyarakat 

 

 

KESIMPULAN  

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan penyusunan 

Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal telah 

diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan 

yang telah disusun.  Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan 

keaktifan peserta mengikuti pendampingan dan penyuluhan hukum dengan tidak 

meninggalkan tempat sebelum waktu penutupan berakhir. 

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut:  pertama, pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu terus menerus dilakukan agar 

segala bentuk informasi hukum tersampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu biaya 

pengabdian kepada masyarakat diusulkan setiap tahun. Kedua, pelaksanaan kegiatan ini 

perlu memilih lokasi-lokasi yang masih jarang tersentuh dengan informasi hukum yang 

benar. Adanya kegiatan lanjutan termasuk pelatihan-pelatihan hukum bagi masyarakat 
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